
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GOROI{TALO

NOMOR 06 TAHUN 2OO3

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERDAGANGAN ROTAN

KELUAR PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

fr{enimtrang

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan

otonomi Daerah memperhatikan potensi dan keanekaragaman

Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata

dan beftanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber
daya yang ada di Daerah;

bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan industr i

kecil pengolahan rotan di provinsi Gorontalo, maka
perdagangan rotan keluar provinsi diharapkan dalam bentuk
minimal setengah jadi sehingga dapat memberikan ni lai
tambah dan penyerapan tenaga keqa;

bahwa pengaruh pengambilan dan pengolahan rotan tersebut

secara tidak terkendali akan mengakibatkan kerusakan maka
perlu pengaturan dan pengawasan; 

Q--

b .

c .



14engingat :  I .

A bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah

Tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan

Rotan Keluar Provinsi Gorontalo.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, Ikan dan Tumbuhan di indonesia ( Lembaran Negara

Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3a8\;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

l ingkungan Hidup ( Lembararr Negara Tahun 1997 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

l{egara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 38a8);

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3BBB);

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3258).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985

39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32gqt -

I

Tentang

Nomor

)

2 .

3 .

A'+.

5 .

6 .

7 .

B .



1 n
I U .

1 1 .

72.

l a

1 / l
_L -'t ,

1 5 .

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang

Penye,"taan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian

Perusahaan (persero) PT. Perkebunan Nusantara IV.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang

Karantina Tumbuhan (Lembaran Neqara Tahun Z00Z

Nomor 35);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang

Retr ibusi Daerah.( lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

Pemamfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4206);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif

Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada

Depaftemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor

92, Tambahan Lembaran Negara Nomor a229;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINMN PERDAGANGAN

ROTAN KELUAR PROVTNST GORONTALO * -
I

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah besefta perangkat

Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi

Gorontalo.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

5. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas

teftentu sesuai dengan Peraturan Perudang-undangan.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliput i  perseroan

terbatas,

7, perseroan komanditer,  perseroan lainnya, badan usaha mil ik

negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun/

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha

tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

B. Dinas adalah Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Gorontalo;

Dinas Perindustr ian Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi

Gorontalo; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo.

9, Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan

tertentu Pemerintah Daerah dengan pemberiah izin kepada orang

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang/ penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana/ sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian l ingkungan.

10, Rotan bulat adalah rotan asalan yang dihasi lkan dari  hutan alam

atau hasil budidaya masyarakat dikawas;an hutan. t{ -
I
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Rotan asalan adalah batangan rotan yang belum/telah dibersikan

tetapi belum mendapat perlakuan pencucian dan pengawetan

dengan asap belerang.

Rotan setengah jadi adalah rotan yang sudah diolah pada industri

yang memanfatakan tenaga kerja lokal dan mempunyai ni lai

tambah bagi pengusaha dan pekerja.

Penyidikan t indak pidana dibidang retr ibusi daerah adalah

serangkaian kegiatan yang di lakukan oleh Penyidik Pegawai

Negeri  Sipi l  yang selanjutnya disebut penyidik Pegawai Negeri

Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti  yang dengan bukti  i tu membuat jelas t indak

pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya,

Wajib retr ibusi adalah orang pribadi atau badan yang diwaj ibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa retribusi yaitu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bqgi wajib pajak untuk pembayaran jasa dan perizinan

tertentu dari oemerintah daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD

adalah Surat Keputusan retribusi yang menentukan besarnya

jumlah pokok retr ibusi.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah

Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas

Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Ketetapan retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang

dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang

menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah
I

ditetapkan. &f -
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20. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan

pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian

Surat peringatan, Surat Teguran, yang bersangkutan

melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai

dengan jumlah retr ibusi terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang

atau tidak seharusnya terutang.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah selanjutnya yang disingkat

SPTRD.

BAB II

NAMA OBYEK DAN

SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pengawasan dan Pembinaan perdagangan

Rotan Keluar Provinsi, dipungut retribusi atas jasa yang disediakan

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

obyek retribusi adalah setiap pemberian izin dan pelayanan jasa

pemungutan, Pengawasan dan Pembinaan Perdagpngan Rotan Keluar
Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima
pelayanan jasa Pemungutan, Pengawasan dan pembinaan

Perdagangan Rotan Keluar Provinsi Gorontalo.fl-.
I



BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapat Pengawasan dan

Pembinaan dalam pengambilan dan pengolahan rotan untuk

perdagangan keluar Provinsi,  waj ib memil ik i  iz in ter lebih dahulu

dari  Kepala Daerah.

(2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin bagi

perorangan maupun badan ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah.

(3) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin

di larang mengir im dalam bentuk rotan asalan.

(4) jika ternyata izin yang diberikan telah bertentangan

penggunaannya dan peruntukannya maka izin dimaksud dalam

Pasal 3 daoat dicabut.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pengawasan dan Pembinaan perdagangan Rotan Keluar

Provinsi digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Penetapan tarif retribusi jasa dan izin pelayanan pemungutan,

pengawasan dan pembinaan perdagangan rotan keluar provinsi diukur
berdasarkan volume rotan.{ -

I
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BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBLISI

Pasal I

(1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7

adalah Rp. 2,000f1-on

(2) Perubahan besarnya tarif retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

MASA RETRIBUSI

PASAL 9

Masa berlakunya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 diatas

hanya berlaku 1 (satu) kal i  penerbitan dokumen.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retr ibusi dipungut diseluruh Daerah dalam wilayah Provinsi Gorontalo.

BAB IX

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD

(2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau

kuasanya.

(3) Bentuk, isi, sefta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD

ditetapkan oleh Kepa la Daerah. ?l -
t



BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat

(1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau

dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 o/o

setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan

ditaEih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Retr ibusi yang terutang harus di lunasi sekal igus dimuka untuk

satu kali masa retribusi.

(2) Retr ibusi yang terutang di lunasi selambat- lambatnya 15 ( l ima

belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(3) Penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi melalui Kas daerah

atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala

Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

pasa'l 16

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan

yang menyebabkan jumlah retr ibusi yang harus dibayar

bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi

akan ditagih dengan surat Oa(sa.fl- -
, ,



(2) Pelaksanaan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT

dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

dengan diseftai alasan- alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan atas ketetapan Wajib

Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak

benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waKu paling lama 2

(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi teftentu

dapat menunjukkan bahwa jangka waKu itu tidak dapat dipenuhi

karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai

surat keberatan, sehingga t idak dipeft imbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan

atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya

retribusi yang terut ang.t
I

/ 1 \

(2)

l A



(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENG EM BALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat

mengajul<an permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah,

(2) Kepala Daerah dalam jangka waKu pal ing lama 6 (enam) bulan

sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan

keputusan,

(3) Apabi la jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

di lampaui dan Kepala Daerah t idak memberikan keputusan,

permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan

SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi ter lebih dahulu

hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retr ibusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah

lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan

imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen)

Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retr ibusi

diajukan secara teftulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-

kurangnya menyebutkan i

a. nama dan alamat Wajib Retr ibusi;  # -
t  
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b. masa retribusi ;

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala

Daerah.

Pasal 21

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan

Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan
utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan
dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai buKi
pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi,

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan
wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha

kecil untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa
bencana alam, kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.g( ,
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BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah

melampaui jangka waKu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi

melakukan t indak pidana retribusi,

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh aPabila :

a. diterbitkan surat teguran atau ;

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik

langsung mauPun tidak langsung.

BAB XIX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

(1) Retr ibusi dipungut dengan menggunakan dokumen yang sah.

(2) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan keputusan

Kepala Daerah

BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

(1) Retr ibusi yang terutang harus di lunasi sekal igus dimuka untuk 1

(satu) kali masa retribusi.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi

.  diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 26

(1) Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan

pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan

Daerah rni. zf '
' 
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(2) Instansi pemungut atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini

ditunjuk oleh kepala Daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan pal ing

lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran,

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah

daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah'

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. menerima, mencari  mengumpulkan keterangan dan

meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan

tindakan pidana dibidang retribusi agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. menel i t i ,  mencari  dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan t indak

pidana retribusi tersebut.

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi

atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang

retr ibusi.

d, memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain

(2)

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.$,1-- l
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f.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan t indak pidana dibidang retr ibusi.

menyuruh berhenti, melarang :;eseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada

huruf  e .

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

retribusi.

h .

i ,  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j .  menghent ikan penyid ikan.

k. melakukan t indakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan t indak pidana dibidang retr ibusi menurut

hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi l  penyidikan

kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal  yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah in i

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut  o leh

Kepala Daerah 
t

t

g .

l 5



Pasa l  30
tl

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah in i  dengan penempatannya dalam
t ^ * 1 . - - ^ ^  n ^ ^ - ^ t -LUr i l ud rdn  ude rc i r r  P rov ins i  Goron la lo .  € f  -

I

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Juni 2003

G U B E R N U R  G O R O N T A L O ,

FADEL MUI. IAMMAD

Diundangl<an c l i  Goronla lo

pada tanggal 3C Juni 2003

SEKRETARIS DAERAI. I  PROVINSI  GOROI. ITALO

N
il-,\d+a+r w

\-,"

MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMUAT{AN DAIt(Al-t Pt{OVrNSr GORONT-At-O t"At tUt{ 2-003 NOMOR 04 S E R I  . . , C . . .
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 05 TAHUN 2OO3

TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERDAGANGAN ROTAN

KELUAR PROVINSI GORONTALO.

I .  UMUM

Bahwa untuk mengembangkan industri kecil khususnya

Jtcngclolaan rotan di provinsi Gorontalo, maka perdagangann rotan

diharapkan dalam bentuk sctengah jadi sehingga dapat memberikan ni lai

tambah dan penyerapan tenaga kerJa.

Ii. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dcngan pasal 30 :  Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR ,. .65., ,
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